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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11/PRT/M/2012 
TENTANG 

RENCANA AKSI NASIONAL 
MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2012-2020 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan 
infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan 
ruang yang tanggap terhadap perubahan iklim perlu 
pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim yang terpadu di dalam kegiatan pembangunan 
melalui 4 (empat) subbidang, yaitu subbidang sumber 
daya air, subbidang jalan dan jembatan, subbidang 
keciptakaryaan, dan subbidang penataan ruang; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum tentang Rencana Aksi 
Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 
Kementerian Pekerjaan Umum; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan United Nations Framework Convention On 
Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 
Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3557); 
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  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3833); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 

  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444); 

  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5188); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 5Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 
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  11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang 
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah 
Kaca; 

  12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 
Nasional; 

  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
494/PRT/M/2005 tentang Kebijakan Strategi Nasional 
Pengembangan Perkotaan (KSNP Kota); 

  14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum(KSNP-SPAM); 

  15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi 
NasionalPengembangan Sistem Pengelolaan 
Persampahan(KSNP-SPP); 

  16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG 

RENCANA AKSI NASIONAL MITIGASI DAN ADAPTASI 
PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2012-2020 KEMENTERIAN 
PEKERJAAN UMUM. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut RAN MAPI 
Kementerian Pekerjaan Umum adalah dokumen program kerja bidang 
pekerjaan umum dan penataan ruang dalam rangka mitigasi dan 
adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. 

2. Perubahan Iklim adalahberubahnya iklim yang diakibatkanlangsung 
atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehinggamenyebabkan 
perubahan komposisi atmosfer secara global danselain itu juga 
berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada 
kurun waktu yang dapat dibandingkan. 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.1194 4

3. Infrastruktur bidang ke-PU-an adalah infrastruktur subbidang 
sumber daya air, subbidang jalan dan jembatan, subbidang 
perumahan dan permukiman (keciptakaryaan), dan subbidang 
penataan ruang. 

4. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk 
mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang 
dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca 
dari berbagai sumber emisi. 

5. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap 
perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim 
ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim 
berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat 
dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim 
dapat diatasi. 

6. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum. 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 
Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyusunan 
program pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 
untuk mengantisipasi perubahan iklim baik dalam rangka 
mengurangi dan/atau menangkap jumlah emisi yang dihasilkan 
maupun dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan memperkuat upaya-upaya strategis 
Kementerian Pekerjaan Umum dalam pembangunan bidang pekerjaan 
umum dan penataan ruang yang responsif atau sensitif terhadap 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

BAB II 
MUATAN RAN MAPIKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 3 

Muatan RAN MAPI Kementerian Pekerjaan Umum meliputi: 

a. Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang; 

b. Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang; 
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c. Output Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang; 

d. KomponenMitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang; dan 

e. Anggaran Biaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

Pasal 4 
RAN MAPI Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Bagian Kedua 
Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Pasal 5 

(1) Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf a merupakan upaya yang dilakukan untuk melaksanakan 
mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. 

(2) Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang 
Sumber Daya Air; 

b. Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang Jalan 
dan Jembatan; 

c. Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang 
Keciptakaryaan; dan 

d. Strategi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang 
Penataan Ruang. 

Bagian Ketiga 
Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Pasal 6 

(1) Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b merupakan penjabaran strategi mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim yang dituangkan ke dalam program 5 (lima) tahunan 
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sesuai dengan tahapan dalam Rencana Strategis Kementerian 
Pekerjaan Umum 2010-2020. 

(2) Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang 
Sumber Daya Air Tahun 2012-2014 dan Tahun 2015-2020;  

b. Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang Jalan 
dan Jembatan Tahun 2012-2014 dan Tahun 2015-2020;  

c. Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang 
Keciptakaryaan Tahun 2012-2014 dan Tahun 2015-2020; dan 

d. Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Subbidang 
Penataan Ruang Tahun 2012-2014 dan Tahun 2015-2020. 

Bagian Keempat 
Output Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Pasal 7 
Ouput Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 
merupakan hasil yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Sasaran 
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan Umum dan 
Penataan RuangTahun 2012-2014. 

Bagian Kelima 
Komponen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Pasal 8 

Komponen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
d merupakan program kerja yang dilaksanakan untuk mewujudkan 
Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang Tahun 2012-2014. 

Bagian Keenam 
Anggaran Biaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Pasal 9 
(1) Anggaran Biaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.1194 7

Pasal 3 huruf e bersifat rencana indikatif, yang dirinci untuk masing-
masing Komponen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  

(2) Anggaran Biaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Nasional dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 
PELAKSANAAN RAN MAPI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 

Pasal 10 
(1) RAN MAPI Kementerian Pekerjaan Umum merupakan acuan bagi 

perencanaan program pembangunan bidang pekerjaan umum dan 
penataan ruang yang dilakukan oleh Unit Eselon I di lingkungan 
Kementerian Pekerjaan Umum. 

(2) Dalam pelaksanaan RAN MAPI Kementerian Pekerjaan Umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan monitoring dan 
evaluasi. 

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh Tim Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 
Kementerian Pekerjaan Umum yang dibentuk oleh Menteri. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal11 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Juni 2012 
MENTERI PEKERJAAN UMUM 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
DJOKO KIRMANTO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 November 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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